PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Jatan Suten Byahrlr No. 16

PONTIANAK

DERITA ACARA EVALUAGL PENAWARAN
Nomor | 027/EP/PB,20/BUDIDAYA-FPIDKP

Pada harl Inl Kamis tanggal Dua Putub Dua bulan Jun tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempal di Dinas
Kelaman dan Perkanan Provinal Kallmantan Barat, Pejabat  Pongadann talah melakukan evaluasi
penawaran tethadap pekerjaan |

Kode RUP L A2204440

Nama Pakot Ponyedlaan Sarann Kampung Porikanan Budidayn beserta Kelengkapannya di
Kabupaten Sambas

Nilal Total HPS ¢ Rp 00.700,000,00

Metode Pemilihan ¢ Pengadaan Langsung

Yang meliputl evaluasl administrast dan Kkualifikasl serta valuasl teknis terhadap dokumen yang disampaikan
oleh

PENYEDIA BARANG DAN JABA

Nama Perusahaan © KOPERAS| MINA MITRA

Alamat « JI Anjungan-Mandor Km 70 Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten
Mompawah

NPWP : 02.662.501.9-704.000

Harpa Penawaran : Rp. 99.550.000,00.

Adapun hasil Evaluasi Penawaran adalah sebagal berikut ;

Nama g Hasll Evaluasi Penawaran | Kesimpulan _

NO | porusahaon | HniquPonawnrnn Administrasi Kualifikasl | Teknis - 1
KOPERASI Memenuhl Memenuhi

1 MINA MITRA Rp. 99.6560,000,00, syaral Syaral Lulus Lulus

(doftar rinclan hasil ovaluas| penawaran torlampir)

Soluruh proses Evaluasl Ponawaran Inl dinyatakan Benar dan Sah beserta Lampirannya yang merupakan
baglan yang tidak torpisahkan darl Berita Acara Inl

Domiklan Berita Acara Inl dibuat untuk dapal dipergunakan sebagalmana meslinya.

Pojabat Pengadaan Barang/ Jasa
Bidang Perikangn Budidaya

NIP. 19790914 200502 1 004
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LAMPIRAN : BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN

Nomor
Tanppal

027A:P/PB 20/BUDIDAYA-PPIDKP
22 Juni 2023

LEMBAR EVALUASI PENAWARAN
Penyediaan Sarana Kampung Perikanan Budidaya besefta Kelangkapannya di Kabupatan Bambas

I. EVALUAS| ADMINISTRASI

NO

URATAN

AT ERIA PEMILAIAN. [

1

Surat Penawaran

a Dilandatangani oleh (sesuaikan salah satu di bavah ini)

Ada dan Memenulil Eyaret

1) DireXtur Utama/pimpinan perusahaan, atay

Penerima kuasa dani direkiur utama/pimpinan perusahannfyang nami
2) penerima Kuasanya lercanium dalam akia pendirian beserta perubahan
terakhir (apabila ada perubahan)

HASIL

7A‘rl—ﬂ_nr1n F}t;mnmlhl figatal

b Mencantumkan penawaran blaya

Ada dan Memenuhl Byarat

Ada dan Mamenuhi Gyarat

Masa berlaku sural penawaran lidak kurang dari waklu sebagaimana tercantum
dalam LDP

Ada dan Memenuhi Byatat

Ada dan Mamenuhi fryarat

Jangka waklu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihl jangka

d waktu sebagaimana tercantum dalam LDP

Ada dan Memenuhi Byarel

Ada dan Memmefiuhl Oyatat

KESIMPULAN

iREKOMENDASI : LANJUTKAN EVALUASI KE TAHAP BERIKUTNYA

:  MEMENUHI SYARAT

Il. EVALUASI KUALIFIKASI

NO URAIAN

KRITERIA PENILAIAN

HABIL

1

Izin Usaha

a__ Memiliki Izin Usaha

Ada dan Memenuhl Byaral

Ada dpn Memenuhi Hyarat

b, Memiliki Bidang Pekerjaon

Ada dan Memenuhl Oyarat

Ada dan Metnenuhi fiyarat

- _Kualifikasi Usaha Kecil

- KBLI 03252 Pembenihan Ikan Alr Payau

Memilid NIB / TDP

Ada dan Memenuhl Syaral

Ada dan Momonuhi Byaral

Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasl Slatus
Waijib Pajak

Ada dan Memenuhl Gyaral

Ada dan Memenuhl Gyarat

Mempunyal atau menguasal lempat usaha/kanlor denpan alamat yang benar, lelap

Ada dan Memanuhl Syarat

Ada dan Memenuhl Byaret

dan jelas berupa milik sendiri atau sewa,
Secara hukum mempunyal kapasitas untuk mengikatkan dirl pada Konlrak yang
dibukdikan dengan

Ada dan Memenuhi Syarat

Ada dan Memanull Gyaral

| _a__Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya
b.__Kartu Tanda Penduduk

]

L imenveluiul

Dengan menyampaikan penawaran maka Pelaku Usaha lelah menyampalkan dan

Ada dan Memenuhl Syaral

Ada dan Memenuhi Byaral

a_Menyetujul Pemyalaan Pakia Integritas;
[1) _ Tidak akan melakukan prakiek korupsi, kolusi, dar/atau isme

2 Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahul terjadinya praktik
) korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini,

Akan mengikutl proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional
3)  untuk memberikan hasil kerja terbaik sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan

Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan/atau 3)
4)  maka bersedia menerima sanks| sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

b_Menyetujul Surat pern! n Peserta yang berisi

1 yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan,
lidak pailtt, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihenlikan;

2) badan usaha lidak sedang dikenakan sanks| daftar hilam;
5 Y20 bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam
) menjalani sanksi daflar hitam,

4 keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan perientangan
| keperlingan.

yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam

5) menjalani sanksi pidana,

pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagal pegawal

) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah alau pimpinan don pengurus badan
usaha sebagal pegawal Kementerian/Lembaga/Perangkal Daerah yang sedoang
mengambil cull diluar tanggungan Negara,

Pernyataan data kualifikasl yang diisikan dan dokumen penawaran yang
disampaikan benar, dan jika dikemnudian harl ditemukan bahwa data/dokumen
yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia
dikenakan sanks| administratil, sanksl pencantuman dalam daflar hitam,
gupalan secara perdata, dan/atou pelaporan eecara pidana kepada pihok
berwenang sesuail dengan kelentuan peraturan perundang undangan

7

Lampiran Evaluasi Dokumen Penawaran
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L

Memiliki pengalaman mengerakan pekerjann sejonia

Ada dan Memenuhl Syarat | _Ada dan Memenuhi Syarat

Penyadinan barang pada diviel yang sama paling kurang
1 (aatu) pekerjaan dalam kunin waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan

]
pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak

Penyadinan barang sekurang kurangnya dalem kelompok/grup yang sama
paling kurang 1 (satu) pokerjaan dalam kurun waklu 3 (liga) tahun terakhir baik

2)
di lingkungan pemerintah maupun swasta, lermasuk pengalaman subkontrak

Penyedia dengan kualifikasi usaha kecll yang baru berdirl kurang dar 3 (tiga)
tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan 2) unluk paket pengadaan
dengan nilal sampai dengan paling banyak Rp.2 500.000 000,00 (dua miliar
fima ratus jula ruplah)

»

KESIMPULAN H
REKOMENDASI !

MEMENUHI SYARAT

LANJUTKAN EVALUASI KE TAHAP BERIKUTNYA

11, EVALUASI TEKNIS

(NG URATAN KRITERIA PENILAIAN HASIL
1 Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar- Ada dan Memenuhi Syarat Ada dan M uhi Syarat

Qambar

Ada dan Memenuhi Syarat Ada dan Memenuhi Syarat

2 |Jangka waktu penyerahan/pengiriman barang sebagaimana lercantum dalam LDP;
KESIMPULAN T LULUS
REKOMENDA! : TKAN EVALUASI KE TAHAP BERIKUTNYA

Lampiran Evaluasl Dokumen Penawaran

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Bidang Pefikanan Budidaya

NIP. 19790914 200502 1 004
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PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Jalan 8utan Syahtlr No. 18

PONTIANANK _—

Penyediaan Sarana Kampung Perikanan Budidaya beserta Kelengkapannya

di Kabupaten Sambas
Nomor : 027/ BAHPPR IVBUDIDAYA-PPOKP

Pada hail il Juat tangaal Dua Pulih Tiga tulan Junt tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah dibuat
Barta Acara Hasll Pengadaan Langsung, uitul peerjaan |

Rode Paket Q37307

Kode RUP 42204448

Nama Faket Penyediaan Sarana Kampung Penkanan Buddaya Beserta Kelengkapannya

di Kabupaten Sambas

Pagu DA Rp. 100.000.000,00

Nilal Total HPR Ry 99.700,000,00

Natode Peminan Pengadaan Langsung

A SISTEM PENGADAAN

1. Netode Pemiihan : Pengadaan Langsung
2. Nelode Bvahasi : Sigtam Guaur
I Metode Penvampaian Penawaran s Ea) e
4. Jeniz Kontrak L Lumsiim

B JUMLAN PESERTA

L. Dhuxiang S @al) Pesenta
2 Mamasukan Dokumnen Penawa@an S @at) Peserta
3 Dinyatakan Langkap saat pamdukaan Dokumen Penawamn L1 satn) Pesedta
4. Dinyvatakan Tidak Lenghap saat pembulaan Dolumen Penawaran Rt

C UNSURUNSUR YANG DIEVALUASI

Evahiasi Adimnistrasi dan Ruabriiasi
. Unsur Administiasi vang drvalhiasi
a Swal Penawaan dnyatakan mamanuhi peysyaratan adnwistasi, apabida Surat Penawaran
memanuhi Aetentuan sebagai baa
1) dlandatangant oleh pihalk sebagaimana Nausul .2 hunut a butic Q);
2) Nencantnian panawai haa.
3 Jangka walln Devialunya Swiat Pepawaan tdal heang dan waltu sebagamana
tercantum dakam LDP; dan
4) Jangka waltu pelalksanaan pelegaan yang daawaian Wiak mekebihi jangka waltu
sebhagamana eeantum datam LOP,

b JRa Peseita tdak memenudi parsyaratan adoistnsl, Pelabal Pengadaan menyatakan
Pengadaan Langsung gagal dan mangundany pelalu usaha ki
¢ Evahias) Kuahfikas) dengan Letantuan sehagal bemtat
1) Déakukan denpan SR gugn (Dass and fai
2 Evahiasi kelnghapan dan heabsahan Palta Integmias dan Fonmuin lan Kuarmasi sesuai
dengan parsyaratan huadmas pada Navsw § dan §;
3 Apabda peayeda tdak mamenudil partyaratan huakiash, Pajabal Pengadaan menyatakan
Pengadaan Lanpsung gaal dan meigundang pelalu usaha lan

Evakasl Telns
a Dvaluasi teliis ddalukan tehadap Peseita yaiy ah amenudi pRRyaatan adminstias
dan Kuadiash,

D Unsununsid yaig devalas! olns sosudl Jeogan yang drelaphan sebagaimana yang
tercantvn & spesiast

LI

e

Evaliasi RANS (Ralulan denatl Svaliasi Lualilast oo danpan menda pemenuhan

KR evakiast M atans tak mamenuii (Dass and fad);
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d. Pejabat Pengadaan menilal persyaratan leknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana
tercantum di spesifiknsi,

o. Penilalan syarat teknis minimal  dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis
sebagaimana terdapal pada Klausul 0.3;

I. Jika peseria tidak memenuhl persyaratan leknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan
Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain:

D. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

1. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasl dan negosiasi teknis dan harga.

2. Negosiasl harga dilakukan berdasarkan HPS dan rincian HPS.

3. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan
Negosiasl

4. Apabila klarifikasl dan negoslasi tidak mencapal kesepakatlan, Pejabal Pengadaan menyatakan
Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku

Usaha lain.
Hasil Klarifikas| dan Negoslas| Teknis dan Harga sebagal berikut -
No Nama Penyedia Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga Negosiasi
KOPERASI MINA Sebagaimana lerlampir di Berita Acara
' | MITRA Kiarifikasl dan Negoslasi Teknis dan Biaya | - 99.050.000,00

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasll evaluasi penawaran dan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga, pemenang
pengadaan langsung adalah sebagal berikut :

Nama Perusahaan . KOPERASI MINA MITRA

Nama Ketua Koperasi . ALIPIN

Alamat Perusahaan ¢ JI Anjungan-Mandor Km 70 Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan
Kabupaten Mempawah

NPWP . 02.682.591,9-704.000

Biaya Penawaran . Rp. 99.550.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah)

Harga Negosiasi Rp. 99.050.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu
Rupiah)

Demikian Berita Acara Inl dibual, pada hari, langgal, bulan dan tahun tersebut di atas dengan
sebenarnya, uniuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa
Bidang Pgrikapan Budidaya

ICAKSON Pl
NIP. 19700914 200502 1 004

Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sutan Syahrir No. 16 Kotak Pos 1016 Telp. (0561) 732521 Fax. (0561) 766073
Website : http://dislautkan.kalbarprov.go.id  e-mail :dkp@kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos : 78116 A

SATUAN KERJA

RA N CA N GA N Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

SURAT PERINTAH KERJA NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERINTAH KERJA
(SPK) Nomor . ..ooovvvviieinnnnn.
Tanggal @ .......cooviennnnn.
Nama Pejabat ERVIYANTO, S.Pi

Penandatangan Kontrak

Nama Penyedia | L

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PAKET PENGADAAN : PENGADAAN LANGSUNG
Penyediaan Sarana Nomor :............
Kampung Perikanan Tanggal :...............

Budidaya Beserta NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL
Kelengkapannya Di PENGADAAN LANGSUNG
Kabupaten Sambas NOmOr : .ovvevvennn..

Tanggal @ ...............

SUMBER DANA :

Dibebankan atas APBD/DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun
Anggaran 2023 Nomor : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2023, Tanggal 2 Januari 2023,
untuk Mata Anggaran Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat , Sub
Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan lkan di Air Payau dan Air Tawar yang
Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau
Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
(3.25.04.1.06.02.5.1.02.01.01.0039)

NILAI KONTRAK :
Termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. ........... (creennnn. Rupiah)

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :
45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender
Mulai Tanggal ......... sid............ 2023

Untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
Pejabat Penandatangan Kontrak

Untuk dan atas nama Penyedia

TTD

ERVIYANTO,S.Pi | iiiieieiereraeeee:
Pejabat Pembuat Komitmen Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu
yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam
SPK

2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia
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10.

HARGA SPK

a. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.

b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta
biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga.

HAK KEPEMILIKAN

a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang
terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak
kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum
yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua
peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada
saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan
tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada
penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

CACAT MUTU

Pejabat Penandatangan Kontrak akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan

memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat

Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang

dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia

bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi

PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain

yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua

pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh

pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama

penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat
Perintah Pengiriman.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

b. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan
diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah
Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan,
pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat
diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga
SPK.

PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas
Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan,
tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum,
proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat
Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan
tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak)
sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai
kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel,

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.




11.

12.

13.

14.

15.

16.

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini
merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh
kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai
batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan
atau kelalaian penyedia.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan

terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat

Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan

pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh

penyedia.

PENGUJIAN

Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia

untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan

Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban

untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu

maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwva Kompensasi

LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan
pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan
pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal
penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan
atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiva Kompensasi maka Pejabat
Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan.

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian
semua pekerjaan.

SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan
pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.

c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat
dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.

e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia
harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung
cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu
akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.

c. Pejabat Penandatangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu
kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi
berlaku.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam
jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
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f.

. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat

mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi,
Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan
Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang
ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan tersebut.
Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut
sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu
dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

PERUBAHAN SPK

a.
b.

C.

SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

1) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;

2) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

3) Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

4) Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu
Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

PERISTIWA KOMPENSASI

a.

Peristiwva Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;

2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi
dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk
melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak
ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu
yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak;

8) Ketentuan lain dalam SPK.

. Jika Peristiva Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak
berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan.

Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak,
dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan

data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat
Peristiwa Kompensasi.

. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian

pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwva Kompensasi.

PERPANJANGAN WAKTU

a.

b.

Jika terjadi Peristiwva Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian
pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui
adendum SPK

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan
setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a.
b.

C.

Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.

Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada
penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak
penyedia.

. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
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2) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;

3) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai
pelaksanaan pekerjaan;

5) Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam
program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;

6) Penyedia berada dalam keadaan pailit;

7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3
(tiga) kali;

8) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu
yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;

9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda
pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28
(dua puluh delapan) hari; dan/atau

10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran
untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan
(apabila diberikan);

2) Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau

3) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat
penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat
dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan
sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan

PEMBAYARAN

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:

1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) Pembayaran dilakukan dengan [sistem termin/pembayaran secara sekaligus];

3) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (serratus persen)
dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat
permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM).

d. d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia
untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-
hal yang sedang menjadi perselisihan

DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil)
dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu
permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).

b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran
prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab
kontraktual penyedia.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-

sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau

berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka
perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau

Pengadilan Negeri.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan

Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung

maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini

merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
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SPESIFIKASI TEKNIS

“Penyediaan Sarana Pembudidayaan lkan Di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan
Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi Dan/Atau Manfaat
Atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota”

Organisasi SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
Program : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan ikan di Perairan Darat

Sub Kegiatan : Sarana Pembudidayaan lkan Di Air Payau dan Air Tawar Yang

Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh
Daerah Provinsi Dan/Atau Manfaat Atau Dampak Negatifnya Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Paket Pekerjaan : Penyediaan Sarana Kampung Perikanan Budidaya Beserta

Kelengkapannya Di Kabupaten Sambas

Pagu : Rp. 100.000.000,00

HPS : Rp. 99.700.000,00

Terbilang : Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah
Lokasi : Kabupaten Sambas

Tahun anggaran : 2023

Nama PA  Ir. Muhammad Munsif, MM

Nama PPK : Erviyanto, S.Pi
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Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kalimantan barat

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kebijakan strategi pembangunan perikanan budidaya yang
mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi perikanan budidaya
serta untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya perikanan, dipandang perlu untuk
memberikan bantuan penyediaan sarana kampung budidaya kepada kelompok pembudidaya.

Program bantuan benih kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan maksud untuk
meningkatkan semangat para pembudidaya perikanan dalam melakukan usahanya serta
membantu Kelompok Pembudidaya lkan (POKDAKAN) yang kesulitan untuk memperoleh
benih ikan dan sarana kampung perikanan budidaya yang diberikan secara cuma-cuma atau
gratis. Bantuan benih ikan dan sarana kampung perikanan budidaya ini diberikan diberikan
secara gratis, agar kegiatan pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kalbar, dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya oleh pembudidaya
perikanan. Penyaluran bantuan yang berupa benih ikan dan sarana kampung perikanan
budidaya kepada kelompok pembudidaya perikanan diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan POKDAKAN yang bersangkutan.

Tujuan dan sasaran disalurkannya bantuan pemerintah ini adalah untuk mendukung
peningkatan produksi perikanan budidaya. Karena bantuan penyediaan sarana kampung
budidaya ikan nila ini diharapkan membantu meningkatkan penghasilan anggota kelompok dan
dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pembudidaya yang tentunya dapat
nenaikkan Nilai Tukar Nelayan (NTN).

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya dukungan penyaluran benih ikan dan
sarananya untuk pembudidaya perikanan yang merupakan salah satu sarana produksi utama.
Benih berperan sangat penting dan strategis sebagai penentu batas atas produktivitas dan
kualitas produk perikanan. Di Kabupaten benih ikan dan sarananya dirasakan sangat kurang.
Untuk mengatasinya adalah dengan memberikan bantuan benih ikan dan sarana kampung
perikanan budidaya kepada POKDAKAN yang sudah direkomendasikan oleh Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota dengan harapan pembudidaya perikanan dapat melaksanakan kegiatan

usaha pembudidaya ikannya dengan lebih baik dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan pembudidaya perikanan dalam melakukan usahanya serta membantu
POKDAKAN yang kesulitan untuk memperoleh benih ikan dan sarana kampung perikanan

budidaya yang diberikan secara cuma-cuma atau gratis.
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2. Tujuan

Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah sarana pembudidaya perikanan melalui
Bantuan Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di Air Payau dan Air Tawar untuk
pembudidaya perikanan di Kabupaten Sambas.

C. Sasaran

Masyarakat Kelompok Pembudidaya lkan (POKDAKAN) yang ada di Kalimantan Barat
yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan baik secara administrasi maupun
Teknis.
D. Hasil yang Diharapkan

Adapun hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Meningkatnya hasil produksi budidaya perikanan yang dikelola oleh kelompok

pembudidaya ikan
2. Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

E. Lokasi Pekerjaan
Perkerjaan ini dilakukan di Jalan Kasuma desa Sebatuan, Kecamatan Pemangkat,

Kabupaten Sambas.

F. Sumber Pendanaan
Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023.

G. Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah 45 (empat

puluh lima) hari kalender mulai bulan Juni-Juli 2023.

H. Kualifikasi
Adapun kualifikasi usaha yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan kecil
2. Memiliki Surat Izin Berusaha (SIB) yang masih berlaku, atau izin operasional yang
masih berlaku.
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
4. Memiliki NPWP perusahaan dan mengunggah tangkapan layar status valid keterangan
Wajib Pajak Berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
5. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang
dibuktikan dengan:
a. Akta Pendirian Perusahaan dan/ atau perubahannya.
b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan),
d. Kartu Tanda Penduduk



6. Memiliki Pengalaman:

a. Penyediaan barang pada revisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta,
termasuk pengalaman subkontrak,

b. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok (grup) yang sama paling
kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam;

8. Menyampaikan pernyataan bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan dan/ atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau
peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

I. Persyaratan Teknis
1. Spesifikasi teknis barang yang dilengkapi dengan contoh, brosur dan gambar-
gambar sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas. Spesifikasi dan/ atau
Gambar (terlampir).
2. Menyampaikan identitas barang yang meliputi jenis dan tipe barang yang

ditawarkan.




BESERTA KELENGKAPANNYA DI KABUPATEN SAMBAS

SPESIFIKASI TEKNIS
PENGADAAN BANTUAN PENYEDIAAN SARANA KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA

TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA JUMLAH
No SATUAN SPESIFIKASI CONTOH GAMBAR
BARANG BARANG
1 | NenerBandeng | 500.000 Ekor Ukuran 1.5-2 cm,
Sehat, Lincah, Tidak
cacat fisik,
Memiliki  SKAI  (Surat
Keterangan Asal lkan)
B
Kemasan karung 50 Kg, “UREA
2 Pupuk Urea 30 Karung ) _ _ "
Butiran Kristal Putih. & fai
=
Kemasan Karung 50 Kg, pupuxc -
3 Pupuk SP 36 110 Karung ) J J RO 3
Butiran
o Kemasan Kantong Plastik
4 | Pupuk Probiotik 250 Kantong

2,5Kg
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